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A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan manusia, baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal.
Komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis
antar sesama. Manusia sebagai makhluk sosial yang berada dilingkungan
manusia lainnya sehingga aktivitas berkomunikasi tidak dapat dihindarkan.
Dalam kehidupan sosial pasti memiliki sebuah organisasi yang dimulai
dengan terkecil seperti keluarga yang terdiri dari pemimpin keluarga yaitu
orang tua dan anak anaknya sebagai anggota.

Komunikasi pimpinan merupakan unsur terpenting dalam suatu
organisasi atau instansi karena keberhasilan organisasi ada ditangan
pemimpin. Informasi yang disampaikan pimpinan dapat diterima oleh
bawahan maka dibutuhkanlah seorang pimpinan yang aktif dalam
berkomunikasi. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, pemimpin harus
mampu berkomunikasi secara efektif kepada bahawan atau pegawainya.
Komunikasi efektif dapat terwujud jika ada keterbukaan dan kepercayaan
dalam komunikasi ke bawah pada organisasi yang besifat komunikasi formal
maupun informal. Adanya komunikasi pimpinan yang berjalan disuatu
organisasi atau instansi dapat menjadi gambaran bagaimana pencapaian
kualitas kerja pegawai dan meningkatnya tingkat kedisplinan para pegawai.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berjalan memberikan
contoh bagaimana harusnya bekerja, bagaimana harusnya disiplin, dan
bagaimana harus mengabdi kepada kepentingan umum dan kepentingan
segenap anggota organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di

organisasi.

Setiap lembaga pemerintahan mapun organisasi lainnya pasti memiliki

berbagai peraturan yang berisi perintah dan larangan. Peraturan yang di



sepakati dan dipatuhi bersama baik pemimpin maupun pegawai dalam sebuah
organisasi maupun instansi. Seperti halnya dengan Kementerian Agama yang
pastinya memiliki peraturan seperti organisasi atau instansi lainnya. Menteri
Agama RI menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2016.
Peratuan Menteri Agama ini mengenai tentang pemberian, penambahan, dan
pengurangan tunjangan kinerja pegawai pada kementerian agama. Karena
peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Agama RI maka peraturan ini berlaku
pada kementerian agama diseluruh Indonesia termasuk pada kementerian

agama kota Pekanbaru.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan
Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama No. 29
Tahun 2016 ini terdiri dari delapan (8) Bab, dua puluh satu (21) Pasal dan
terdapat tiga (3) lampiran. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13
Juni 2016 yang tanda tangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia
Lukman Hakim Saifuddin.

Penetapan peraturan mengenai Tunjangan Kinerja ini harus
disoliasisasikan yang bersifat menyeluruh terlebih dahulu, sehingga informasi
mengenai peraturan tersebut dapat diketahui dan diterima dengan baik oleh
pegawai. Aktivitas melaksanakan sosialisasi adalah person-person (orang)
yang mewakili masyarakat, sama halnya dalam organisasi pimpinanlah yang
melaksanakan sosialisasi." Oleh sebab itu pemimpinlah yang harus
mengambil andil besar dalam mensosialisasikan, memberitahukan serta
memberi informasi, sehingga anggota organisasi dapat mempelajari dengan
baik bagaimana cara menyesuaikan diri dengan berlakunya sebuah peraturan

yang telah ditetapkan di organisasi.

1. Dwi Narwoko & Bagong Suryanto, Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, (Jakarta:
Kencana, 2004), 77.



Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan kantor yang berada
dijantung kota Pekanbaru yang memberikan pelayanan mengenai urusan
keagamaan. Pelayanan ini sasarannya adalah masyarakat luas, maka harus
memberikan pelayanan yang prima. Kementerian Agama Kota Pekanbaru
termasuk kantor pelayanan yang pengabsenan dilakukan empat kali dalam
sehari kerja. Namun, yang terjadi ketika peneliti mengadakan prariset
dikementerian agama ini, masih saja ada pegawai meninggalkan tempat kerja
demi kepentingan pribadi dan terlambat masuk kerja. Kejadian ini terlihat
ketika para pegawai terburu-buru dan antri dalam rekam absen elektronik.
Serta ketika Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan
inspeksi mendadak masih menemukan pegawai yang tidak berada diruang
kerja.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Drs. H. Edwar S
Umar, M.Ag melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke masing-masing ruang
pegawai atau staf dikantornya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai.
Sebagai seorang kepala kantor, sudah semestinya menjadi perhatian atasan
untuk mengetahui kinerja bawahannya. Apakah pegawai atau staf tersebut
berada dalam ruangan atau berada diluar ruangan saat jam kerja. Jika ada
pegawai yang tidak masuk pada saat sidak, maka beliaupun bertanya tentang

keberadaan pegawai yang tidak masuk tersebut.’

Penetapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI)
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan
Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama, maka kedisiplinan
pegawai sangat penting. Menurut Bab V Pasal 8 menyatakan bahwa
penilaian kinerja pegawai berdasarkan kehadiran kerja dan laporan kinerja

setiap akhir bulan.? Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan

2Riaupku, Ka Kankemenag Kota Pekanbaru Sidak Ruangan, Dalam
https://riau.kemenag.go.id/berita/484735/ka-kankemenag-kota-pekanbaru-sidak-ruangan, (diakses
pada tanggal 23/4/2017), pukul 07.01 WIB.

*Kementerian Agama Republik Indonesia, PMA Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Agama,
Bab 5, Pasal 8.



https://riau.kemenag.go.id/berita/484735/ka-kankemenag-kota-pekanbaru-sidak-ruangan

kepada pihak manajemen perusahaan atau organisasi baik para pegawai
maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya.” Peraturan
Menteri Agama RI ini tentunya berlaku di kementerian agama seluruh
Indonesia, sehingga setiap pimpinan kementerian agama harus
mensosialisasikan peraturan yang telah di tetapkan tersebut, sehingga tidak

ada kesalahan pahaman mengenai penetapan PMA Rl ini.

Pimpinan di Kantor kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai
person dalam aktivitas melaksanakan sosialisasi harus mensosialisasikan
mengenai penetapan peraturan tentang tunjangan Kkinerja pegawai, sehingga
peraturan ini berjalan dengan baik dan tidak terjadinya pengurangan
tunjangan Kkinerja pegawai yang menjadi kekhawatiran pegawai. Karena
penetapan sebuah peraturan harus disosialisasikan sehingga meratanya
informasi diterima oleh pegawai. Proses komunikasi berjalan lancar dan
efektif sangat menentukan keberhasilan pimpinan dalam mencapai suatu
tujuan pada organisasi seperti menginformasikan peraturan-peraturan kepada
bawahannya. Maka Peneliti ingin meneliti tentang “Komunikasi Pimpinan
dalam Mensosialisasikan PMA RI No. 29 Tahun 2016 di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah
Untuk mempermudah dan menyatukan pandangan guna memahami
tulisan ini, penulis memandang perlu memberikan penegasan istilah yang
termuat dalam judul penelitian, yakni:
1. Komunikasi
Menurut Himstreet dan Baty dalam Bussines Commumications: Principles
and Methods, Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar
individu melalui sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol,

sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan.®

*Irham Fahmi, Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, dan Kasus, (Bandung: Alfabeta,
2014), 136.
> Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2006), 3.



Pimpinan

Pimpinan sering juga disebut dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah
yang menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi. Robbins dan Jugde
menyatakan bahwa kemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu
kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan.®
Sosialisasi

Menurut Charlotte Buehle, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang
membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana
cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi
dalam kelompoknya.’

PMA RI No. 29 Tahun 2016

Merupakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 29 Tahun
2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan
Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama yang terdiri dari delapan bab,
dua puluh satu pasal dan tiga lampiran.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor
Kementerian Agama dibawah Kantor Kementerian Agama Wilayah
Provinsi Riau yang berada di jantung lbukota Provinsi Riau, maka potret
dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kantor Kementerian Agama

Wilayah Provinsi Riau.?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan

masalah penelitian ini, adalah:

“Bagaimana komunikasi pimpinan dalam mensosialisasikan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 di Kementerian

Agama Kota Pekanbaru?”

® Wibowo. Perilaku dalam Organisasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 264.
" Elly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana, 2011), 55.

® Dokumentasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Tahun 2017.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi

pimpinan dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia No. 29 Tahun 2016 di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis maksud dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

1)

2)

3)

Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca
dalam hal pengembangan penelitian yang akan datang khususnya
pada kajian komunikasi pimpinan.

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan mengenai ilmu komunikasi, yakni khusus pada kajian
komunikasi organisasi.

penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran
peneliti pengembangan dan pendalaman kajian ilmu komunikasi,
terutama fokus mengenai kajian komunikasi organisasi dalam

sebuah instansi.

b. Secara Praktis

1)

2)

Penilitian ini untuk melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Penelitian ini diharapkan menjadi informasi baru, acuan,
masukkan yang positif serta bahan evaluasi bagi pimpinan dan
pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru mengenai

komunikasi organisasi khususnya komunikasi Pimpinan.



E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam Enam

bahasan, dimana masing-masing dibagi menjadi sub-sub bab dengan urain

sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il :

BAB IV :

BABV :

BAB VI :

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.

: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan
kerangka pikir.

METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi
dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik
pengumpulan data, validasi data serta analisis data.

GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Kementerian Agama
Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang
penelitian.

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



